BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMORM? TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan jenis tambahan
penghasilan bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten sehingga perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 2
Tahun Anggaran 2015 tentang Tambahan Penghasilan
bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Aceh Tamiang;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh
Tamiang Nomor 2 Tahun Anggaran 2015 tentang
Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

.
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Mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor

17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4176);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...
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Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 63
Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem
Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

Qanun Kabupaten Acch Tamiang Nomor 15 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor
4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 2 TAHUN
2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH TAMIANG.
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Pasal |

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Tamiang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun 2015 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan beban
kerja kepada PNS yang melaksanakan tugas pokok dan
fungsi berdasarkan hari dan jam kerja efektif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tambahan Penghasilan bagi PNS berdasarkan beban kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada :
a. PNS yang memangku Jabatan Struktural :

eselon Il.a;

eselon I1.b;

eselon IIl.a;

eselon II1.b;

eselon IV.a; dan

eselon IV.b;

b. PNS yang memangku jabatan fungsional umum
terdiri dari :
1. golongan 1V;
2. golongan III;
3. golongan Il;dan
4. golongan I.

c. Perencana daerah, terdiri dari :

Kepala Bappeda;

Sekretaris;

Kepala Bidang;

Kepala Sub Bidang/Sub Bagian,;

golongan 1V

golongan III;

golongan II; dan

golongan 1.

NS yang diberi tugas tertentu sebagai :

Koordinator Pengelola Keuangan Kabupaten;

Bendahara Umum Kabupaten/Kuasa Bendahara

Umum Kabupaten;

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;

Bendahara Penerimaan;

Bendahara Pengeluaran;

Bendahara Penerimaan Pembantu;

Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
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10. Pejabat...
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10. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPK;

11. Pembantu Bendahara Penerimaan/Pembantu
Bendahara Pengeluaran;

12. Pengurus Barang/Penyimpan Barang; dan

13. Pengelola keuangan lain yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala SKPK.

e. PNS yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;,

f. Tunjangan Kepala SKPK/Tunjangan kegiatan Kepala
SKPK.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 74 Octowser 2016 M
13 Monarren, 1437 H

BUPATI ACEH ’I‘AMIA-IE//
% ' S
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pada tanggal, 24 O¥‘teer 2016

Diundangkan di Karang Baru \N‘ HAMDAN SATI
M

23 Wowerens 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAM

BERITA DAERAH

RAZUARDI

BUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2016 NOMOR 43



